
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS 

2018   

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU NOMOR : 172/HK.03.1-Kpt/14/Prov/V/2018 

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR 

DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018 

ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2016 dan melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 
Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang 
Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur Riau Tahun 2018; 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau adalah : 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati 
dan Walikota menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan 



Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal 
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 
Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan 
Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; . Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi 
Riau Nomor : 74/HK.03.1-Kpt/14/Prov/IX/2017 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis 
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur Riau Tahun 2018; Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Provinsi Riau 
Dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 2/NPHD-HK/VII/2017 dan Nomor 
:36/PP.013-BA/14/Prov/VII/2017 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Daerah 
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 

Dalam Keputusan KPU Nomor : : 172/HK.03.1-Kpt/14/Prov/V/2018 diatur tentang : 

Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur Riau Tahun 2018, Jenis formulir yang digunakan dalam Pemungutan dan 
Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018, 

CATATAN: -Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau ini berlaku sejak tanggal  15 Mei 2018 

-Lampiran I 41 Halaman  

Lampiran II 16 Lampiran 

 


